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 PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel beriku : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
ش Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di bawah) 
ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
x 
 غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
و Mim m Em 
ٌ Nun n En 
و Wau w We 
ھ Ha h Ha 
ء hamzah ‟ Apostrof 
Y Ya  Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( 
‟ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
  ا fathah A a 
  ا kasrah I i 
  ا dammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
xi 
 Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
  ى fathah dan yaa‟ Ai a dani 
  ؤ fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
  فْي ك : kaifa 
  لْو ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan 
Tanda 
Nama  
  ى…│   ا … Fathah dan alif atau 
yaa‟ 
a a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa‟ i i dan garis di atas 
  و Dhammmah dan 
waw 
u u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 تاي : maata 
 ي ي  ر : ramaa 
 مْي ل : qiila 
   تْو  ً  ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
xii 
 Transliterasi untuk taa‟marbuutah ada dua, yaitu taa‟marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa‟ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa‟ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa‟ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
  ة  ضْو  ر نا فْط ْلْا : raudah al- atfal 
  ة نْي  د  ً نا ة ه  ضا فْنا : al- madinah al- fadilah 
  ة  ً ْك  حْنا  : al-hikmah 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(   َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 ا نْي َّج ن : najjainaa 
   ك  حْنا : al- haqq 
   ى   ع ن : nu”ima 
   و د ع : „aduwwun 
 Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  ي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
   ي ه  ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
   ي ب  ر ع : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
xiii 
 6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
   صًَّشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
   ة ن  سن َّسن ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف سه فْن ا : al-falsafah 
   د  لَ بْن ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
  ٌ ْو  ر  ْيا ت : ta‟muruuna 
  عْوَّننا : al-nau‟ 
  ءْي ش : syai‟un 
  تْر  ي ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 
dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 
Misalnya, kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur‟an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. 
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : 
xiv 
  Fizilaal Al-Qur‟an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah (ٰهللّا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh : 
  ٰللّا نْي  د diinullah   ٰللّاا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi‟ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur‟a 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
xv 
  Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid 
Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
swt. = subhanallahu wata‟ala 
saw. = sallallahu „alaihi wasallam 
r.a = radiallahu „anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 
HR = Hadis Riwayat 
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 ABSTRAK 
Nama : Riska alfiana 
NIM : 10300113104 
Judul : Kedudukan Barang Lelang Terhadap Sarana dan Prasarana 
yang di Gunakan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian 
di Kejaksaaan Negeri Gowa (Presfektif Hukum Islam) 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah proses pelelangan terhadap sarana dan 
prasarana yang di gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dalam 
presfektif hukum Islam ? pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi ke dalam 
beberapa sub masalah, yaitu 1) bagaimana proses pelelangan terhadap sarana dan 
prasarana yang digunakaan untuk melakukan tindak pidana pencurian di 
Kejaksaan Negeri Gowa? 2) bagaimana kedudukan barang lelang terhadap sarana 
dan prasarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dalam 
prespektif hukum Islam?  
Jenis Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan (field research) 
atau dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris dengan pendekatan 
yuridis syar‟I dimaksudkan pendekatan yang di dasarkaan pada hukumIslam dan 
teologi normatif yang didasarkan pada peraturaan perundaang-undangan. Sumber 
data diperoleh dari data primer berupa wawancara, observasi, dan data sekunder 
berupa studi kepustakaan dan dengan teknik pengumpulan data melalui 
wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, yang diolah dan dianalisis 
secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan 
kesimpulan dari permasalahan. Penelitian ini berlokasi di Kejaksaan Negeri 
Gowa, Kabupaten Gowa. 
Hasil penelitian yang diperoleh dari peneltian ini adalah: 1)Pelaksanaan 
lelang terhadap barang yang di gunakan dalam tindak pidana pencurian yang 
dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gowa selama ini tidak berjalan efektif. Hal ini 
disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan oleh pihak Kejaksaan , jurusita 
dan paanitia lelang yang terkait dalam proses penyelesaian suatu lelang terhadap 
barang rampasan. 2) Dalam pandangan Hukum Islam barang Lelang yang di 
rampas untuk negara yaitu barang yang di gunakan dalam tindak pidana, 
hukumnya boleh karna penyitaan yang dilakukan oleh negara tersebut bisa 
dibenarkan oleh syariat karena penyitaan tersebut dalam rangka mewujudkan 
kepentingan bersama seluruh masyarakat serta dalam rangka pengembalian hak. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1)perlu adanya pengawasan terhadap 
pelaksanaan lelang barang rampasan ini seperti yang diketahui bahwa kepada 
pelaksanaan lelang barang rampasan itu dilakukan oleh pihak Kejaksaan, Jurusita 
dan panitia lelang. serta pengumuman lelang harus di umumkan bukan hanya 
benda yang tidak bergerak tetapi benda yang bergerak juga melalui media 
sehingga masyarakat menngetahui informasi tersebut.2) perlunya Sikap hati-hati 
dalam beragama untuk menjaga diri untuk tidak berperan serta memperdagangkan 
harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, baik barang sitaan tersebut 
diperdagangkan dengan cara lelang terbuka atau pun lelang tertutup. jangan 
sampai terjerumus dalam tindakan memakan harta orang lain dengan cara-cara 
yang tidak dibenarkan oleh agama. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar BelakangMasalah 
Sebagaimana yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 
menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak 
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat), sebagai negara hukum maka 
Indonesia mempunyai serangkaian peraturan hukum supaya kepentingan 
masyarakat dapat terlindungi. 
Kejahatan pencurian merupakan fenomena kehidupan manusia dan 
masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu, masalah 
manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami. 
Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya 
angka kejahatan pencurian tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, 
ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang 
luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, 
sehingga membahayakan kehidupan setidak-tidaknya menimbulkan kerugian dan 
masalah pidana. 
Dalam pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana 
umum maupun pidana khusus, seperti kasus pencurian khususnya pencurian 
kendaraan  seringkali penyidik harus melakukan upaya paksa dalam bentuk 
penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan 
sebagai alat bukti untuk menjerat para pelaku kejahatan pencurian guna 
melengkapi bukti - bukti dalam hal penyelidikan sehingga bisa dapat diajukan ke 
kejaksaan berdasarkan barang sitaan yang ada.
1
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Pasal 1 butir (16) KUHAP. Menurut Pasal 1 butir 16 Kitab Undang – 
Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) mengenai pengertian penyitaan dalam 
arti yang luas menyebutkan bahwa : “ Penyitaan adalah serangkaian tindakan 
penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaanya 
benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk 
kepetingan pembuktian dalam penyidik, penuntutan dan peradilan.” 
Di dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang – Undang Hukum 
Acara Pidana ( KUHAP ) yang menyebutkan bahwa : Ayat (1). “ Benda yang 
dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa 
benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak 
apabila: 
a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; 
b. Perkara itu tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak 
merupakan tindak pidana; 
c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara itu 
ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak 
pidana atau yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.”2 
Pasal 39 KUHAP.Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa benda – benda 
yang dapat dilakukan penyitaan antara lain :  
1. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik. 
2. Benda yang dipergunakan untuk menghalang – halangi penyidik delik. 
3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik. 
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang 
dilakukan. 
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Pasal 45 ayat (1) KUHAP. Di dalam Pasal ini dinyatakan bahwa : “ Dalam 
hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang 
membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan 
pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut menjadi terlalu 
tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil 
tindakan sebagai berikut : 
a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda 
tersebut dapat di jual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik umum atau 
penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasa hukumnya; 
b. Apabila perkara sudah di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat 
diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang 
menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh tersangka atau kuasa 
hukumnya.
3
 
Kegiatan jual beli termasuk dalam kegiatan perdagangan yang 
merupakan perbuatan yang diizinkan. Hal ini dapat dilihat dari dasar hukum yang 
yang dapat dijadikan petunjuk transaksi jual beli. Perdagangan atau jual beli dapat 
dilakukan dengan tunai dan dapat juga dilakukan dengan pembayaran yang di 
tangguhkan. 
Jual beli mempunyai berbagai macam bentuk. Jika di tinjau dari segi 
penentuan harga, maka terdapat bentuk jual beli muzayadah (lelang). Jual beli 
muzayadah (lelang) adalah jika seseorang penjual menawarkan barang 
dagangannya dalam pasar di hadapan para calon pembeli kemudian para pembeli 
saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu di berikan 
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kepada orang yang  Paling tinggi dalam memberikan harga.mayoritas ulama 
berpendapat bahwa jual beli muzayadah (lelang) hukumnya boleh, 
Lelang menurut pengertian transaksi mua‟amalat kontemporer dikenal 
sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam 
Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi 
kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang 
halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di 
masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak 
sah.
4
 
Di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36 
/ KMK.04 / 2002 tentang Jasa Pra Lelang Dalam Lelang Barang Yang Dinyatakan 
Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik 
Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Pasal 1 angka 5 menjelaskan 
bahwa lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk 
melalui media elektronik, dengan penawaran lisan dengan harga yang semakin 
meningkat atau dengan penawaran harga yang semakin menurun, dan atau dengan 
penawaran harga secara tertulis yang didahulukan dengan usaha mengumpulkan 
peminat. 
Adapun tata cara yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan 
melakukan pelelangan terhadap barang rampasan (pihak kejaksaan) adalah 
sebagai berikut : 
 
Pra Lelang. 
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Pra lelang itu merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
pihak kejaksaan berdasarkan Putusan Pengadilan. Pelaksanaan pra lelang itu 
terdiri beberapa tahapan, antara lain : 
Sebelum dijual lelang barang rampasan perlu mendapatkan izin. 
Izin untuk menjual lelang barang rampasan diberikan oleh Kepala 
Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung Muda. 
Permohonan izin lelang yang diberikan Kajari atau Kacabjari itu selambat – 
lambatnya 7 ( tujuh ) hari dan Kajati sudah memberikan keputusan apakah barang 
rampasan akan diberikan izin untuk dijual lelang atau tidak. 
Permohonan izin untuk menjual lelang barang rampasan harus melampirkan 
dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang barang 
rampasan tersebut. 
Adapun dokumen-dokumen yang yang harus dilampirkan itu antara lain 
turunan Putusan Pengadilan yang membuktikan bahwa barang bukti dimaksud 
telah dinyatakan dirampas untuk Negara, pertelaan yang jelas dari barang 
rampasan yang akan dilelang tersebut dalam satu daftar, kondisi dari barang 
rampasan oleh instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut, dan 
perkiraan harga dasar atau harga limit yang wajar dari instansi berwenang yang 
didasarkan pada kondisi barang rampasan tersebut. 
Setelah mendapatkan izin untuk melakukan pelelangan terhadap barang 
rampasan tersebut, maka pihak kejaksaan melakukan penentuan kondisi barang 
rampasan yang dimintakan kepada ahli atau kepada Instansi yang ada 
relevansinya dengan barang rampasan tersebut. 
Langkah selanjutnya adalah menentukan harga dasar atau harga limit 
yang dimintakan kepada Instansi yang berwenang, didasarkan pada kondisi 
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barang rampasan yang telah ditetapkan oleh ahlinya tersebut dan dilakukan secara 
tertulis.
5
 
Allah berfirman dalam QS AN „Nisa/4:29 
                       
                          
        
Terjemahanya 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.
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Dalam hukum di Indonesia lelang merupakan penjualan terbuka untuk 
umum atau di muka umum dengan penawaran harga yang dilakukan secara 
tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga 
tertinggi yang didahuluhi dengan pengumuman lelang terlebih dahulu. 
Keputusan Jaksa Agung. 
Keputusan Jaksa Agung tanggal 5 Agustus 1988. Di dalam keputusan 
Jaksa Agung tersebut disebutkan bahwa benda – benda yang dapat dilakukan 
pelelangan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk 
melakukan delik dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan 
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delik yang dilakukan seperti yang disebutkan di dalam Pasal 39 KUHAP pada 
point 1 dan 4.
7
 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 303 / KMK.01 /2002 tentang 
Crash Program Pengurusan Piutang Negara Perbankan pada Pasal 13 ayat (1). Di 
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 303 KMK.01 / 2002 ini dijelaskan 
bahwa : “ Penjualan secara lelang di dahului dengan Pengumuman Lelang yang 
dilakukan oleh Penjual melalui surat kabar harian, selebaran, atau tempelan yang 
mudah di baca oleh umum dan atau melalui media elektronik termasuk internet di 
wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang akan dijual.
8
.  
Berdasarkan hal tersebut, orang yang mengetahui bahwa barang tersebut 
hasil curian atau hasil pemerasan maka hendaklah dia menasihati orang yang 
mencurinya dengan cara yang baik, lembut dan penuh hikmah agar dia tidak lagi 
melakukan pencurian. Jika dia tidak mau menghentikan kebiasaannya itu dan 
tetap mengulangi kejahatannya tersebut, maka dia wajib melaporkan tindakan 
tersebut kepada pihak yang berwenang agar pelakunya diberi hukuman yang 
setimpal dengan kejahatannya serta mengembalikan hak kepada pemiliknya. Dan 
itu termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan karena hal itu 
sebagai tindakan mencegah orang zhalim dan kezhalimannya sekaligus sebagai 
pertolongan baginya dan orang yang dizhalimi.
9
 
Berdasarkan uraian itulah , maka penulis terdorong untuk mengangkat 
sebuah penelitian yang berjudul “Kedudukan Barang Lelang Terhadap Sarana dan 
Prasarana Yang Digunakan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian di 
Kejaksaan Negeri Gowa  Dalam Presfektif Hukum Islam”. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Adapun ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup mengenai 
kedudukan barang lelang terhadap sarana dan prasarana yang digunakan untuk 
melakukan tindak pidana pencurian  dalam presPektif hukum islam dan nasional 
dan proses pelelangan yang di laksanakan kejaksaan Negeri Gowa. 
Deskripsi Fokus 
Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul 
“Kedudukan Barang Lelang Hasil Curian di Kejaksaan Negeri Sungguminasa 
dalam Presfektif Hukum Islam” maka perlu di jelaskan istilah-istilah teknis 
tersebut : 
a. Kedudukan : keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dan sebagainya) 
b. lelang : Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan 
cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, 
dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi 
c. Pencuri : adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa 
seizin pemilik. dan tindakannya disebut mencuri. 
d. Penyitaan : adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan 
atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam 
penyidikan, penuntutan dan peradilan. 
e. Delik :Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai 
berikut. “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana 
f. Hukum nasional : perbuatan hukum yang berlaku di suatu negara yang terdiri 
atas prinsip-prinsip suatu peraturan yang harus di taati oleh masyarakat pada 
suatu negara. 
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g. Hukum Islam : yaitu, hukum yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadist yang 
mengatur Jinayah dan Jarimah. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang sebagimana yang di uraikan di atas, penulis 
akan merumuskan masalah pokok sebagai berikut : 
1. Bagaimana Proses Pelelangan Barang Terhadap Sarana dan Prasarana 
Yang di Gunakan untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan 
Negeri Gowa? 
2. Bagaimana Kedudukan Barang Lelang Terhadap Sarana dan Prasarana 
yang di Gunakan untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam 
Presfektif Hukum Islam Yang di Lelang Kejaksaan?   
D. Kajian Pustaka 
Berikut ini di kemukakan isi garis-garis besar berupa bahan pustaka 
yangtelah penulis kumpulkan dari beberapa bahan pustaka tersebut dapat di 
rangkum isi pokoknya sebagai berikut. 
1. Jurnal Pengolaan Barang Sitaan di jelaskan tentang bagaimana upaya 
penyidik dalam menangani kasus khususnya kasus pencurian yang di 
lakukan penyidik dalam bentuk penyitaan dan di limpahkan ke kejaksaan. 
2. Dalam buku KUHAP dan KUHP Redaksi Sinar Grafi di jelaskan dalam 
pasal 39 yang dapat di lakukan penyitaan yaitu benda yang telah 
dipergunakan untuk melakukan delik, benda yang dipergunakan untuk 
menghalangi delik, benda yang khusus di buat untuk melakukan delik dan 
benda yang ada hubungannya dalam melakukan delik, sedangkan dalam 
pasal 45 ayat 1(KUHAP) di jelaskan bahwa benda sitaan yang dapat di 
lakukan lelang oleh penyidik  
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3. Dalam Ensoklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan Mazhab tidak 
jauh beda dari kumpulan artikel Lelang Dalam Pandangan Islam bahwa 
ada yang membolehkan dan ada juga yang mengatakan makruh serta di 
jelaskan apa yang di maksud lelang. 
4. Keputusan Jaksa Agung di jelaskan tentang benda yang dapat di lakukan 
pelelangan adalah benda yang di pergunakan secara langsung untuk 
melakukan delik seperti yang di sebutkan dalam pasal 39 KUHAP pada 
point 1 dan 4 
5. Eka Jaya, Petunjuk Pelaksanaan Lelang di jelaskan tentang proses awal di 
adakan lelang dan langkah langkahnya. 
6. Kumpulan Artikel Lelang Dalam Pandangan Islam membahas tentang 
bagaimana lelang menurut pandangan Islam, bahwa ada yg mengatakan 
boleh dan makruh berdasarkan pendapat tersebut tentunya kita harus 
merujuk pada sumber yang terpercaya yaitu Al-Qur‟an dan Hadist . di 
dalam surah an-nisa ayat 29 dan al-mulk ayat 15 di terangkan bahwa 
adanya kebebesan, keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan 
usaha umat Islam dalam rangka karunia Allah berupa rezeki yang halal 
melalu bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di 
masyarakat tanpa melanggar atau pun merampas hak-hak orang lain secara 
tidak sah. 
7. Artikel Pengusaha Muslim Membahas tentang haram Hukumnya barang 
hasil curian di lelang ataupun di jual karna melanggar syariat agama 
karena dengan membelinya itu berarti membantu seseorang dalam berbuat 
dosa dan menyebabkan barang tersebut tidak kembali ketangan pemilik 
sebenarnya . 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui kedudukan barang lelang terhadap sarana dan prasarana 
yang di gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian di Kejaksaan 
Negari Gowa serta dalam presfektif hukum Islamnya 
b. Untuk mengetahui proses pelelangan Terhadap sarana dan prasarana yang 
digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri 
Gowa 
2. kegunaan penelitian  
Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. di harapkan dapat memberikan kegunaan teoritis, untuk menambah 
pengetahuan dibidang Hukum khususnya dalam Hukum ketatanegaraan Islam 
b. Di harapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum 
di Indonesia, Khususnya kedudukan Barang Lelang Terhadap Sarana dan 
Prasarana yang di Gunakan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian di 
Kejaksaan dalam Prespektif Hukum Islam. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian Tentang Pencurian 
Pencurian dalam (KUHP, Pasal 362, 363, 364, 365) perbuatan dengan 
sengaja mengambil benda yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain 
dengan maksud memilikinya secara melawan hukum
10
 
Tindak pidana pencurian sebgaimana telah di atur dalam pasal 362 
KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok adapun unsur-unsurnya ,yaitu 
unsur “Objektif” ada perbuatan yang mengambil yang di ambil suatu barang , 
barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “ perbuatan” 
dan perbuatan itu dilarang undang-undang apabila dilanggar akan mendapat 
sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur  “Subjektif” yaitu, yang dengan 
maksud untuk memiliki secara melawan hukum.  
Menurut R. Soesilo , elemen-elemen tindak pidana pencurian pasal 362 
KUHP, yaitu : 
1. Perbuatan “mengambil”, yang diambil harus sesuatu “barang”, barang itu 
harus seluruhnya atau kepunyaan orang lain pengambilan itu dilakukan 
dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” 
atau melawan hak. 
2. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil 
barang itu, barang belum ada pada kekuasaanya, apabila waktu memiliki 
sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian  melainkan 
penggelapan. 
3. Sesuatu barang , segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang , 
misalnya uang, baju, kalung,dan sebagainya. Dalam pengertian barang
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termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan 
tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki 
nilai ekonomis . oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita 
( untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian 
meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya. 
4. Barang itu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan barang orang lain, suatu 
barang yang bukan kepunyaan orang lain tindak menimbulkan pencurian 
misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah 
dibuang oleh yang punya. 
5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk 
dimiliknya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan 
pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. 
Bila waktu mengambil sudah ada “untuk memiliki” barang itu masuk 
pencurian. Jika waktumengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan 
kepada polisi.
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Pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-
sembunyi dengan itikad tidak baik. Menurut Mahmud Syaltut pencurian adalah 
mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang di lakukan oleh 
orang yang tidak di percaya menjaga barang tersebut.
12
 
Pencurian itu ada dua macam, yaitu pencurian yang harus dikenai sanksi 
dan pencurian yang harus di kenai had. 
Pencurian yang harus dikenakan sanksi adalah pencurian yang syarat-
syarat penjatuhan had-nya tidak lengkap,  jadi karena syarat-syarat penjatuhan 
had-nya belum lengkap, pencurian tidak di kenakan had, tetapi dikenai sanksi. 
                                                          
11
Ismu Gunadi dan Joenaedi efendi, Cepat &Mudah Memahami Hukum Pidana. 
(jakarta:kenanapanamedia group 2014),  h.127 – 129. 
12
Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, (jakarta:Raja Grafindo, 2005), h. 5. 
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Rasulullah SAW. Telah memberi putusan dengan melipat gandakan tanggungan  
atas orang yang mencuri barang , yang pencurinya tidak di hukum potong tangan. 
Putusan Rasululah SAW, itu telah menjatuhkan atas pencuri buah – buahan yang 
masih bergantungan di pohon dan pencuri kambing yang ada di tempat 
gembalaan. Rasulullah SAW. Juga memberi putusan terhadap kasus pencurian 
Kambing dari Kandungannya dengan hukuman potong tangan apabila yang 
dicurinya telah mencapai satu nisab. Semua keterangan Rasulullah SAW. Di 
riwayatkan oleh ahmad, Nasa‟i, dan hakim. 
Pencurian yang hukum had ada dua macam, yaitu : 
1. Pencurian shugra, yaitu pencurian yang hanya wajib dikenai hukuman 
potong tangan 
2. Pencurian kubra, yaitu pencurian harta secara merampas dan menantang , 
disebut  juga hirabah. 
Sifat-sifat yang di anggap pencuri yang harus di-had adalah sebagai 
berikut: 
a. Orang yang mencuri itu mukalaf.  Pencuri tersebut orang yang dewasa dan 
berakal. Dengan demikian, anak kecil dan orang gila yang mencuri tidak bisa 
di-had karena keduanya bukan orang mukallaf akan tetapi, anak kecil harus di 
beri sedikit pelajaran. 
b. “Islam” bukan menjadi syarat bagi pencuri untuk dijatuhi had. Untuk kafir 
dzimmi atau orang murtad mencuri, harus dipotong tangan, sebagaimana 
orang Islam dipotong tangan apabila mencuri barang milik kafir dzimmi, 
c. Perbuatan mencuri atas kehendak sendiri. Apabila dipaksa mencuri, ia tidak 
bisa di kategorikan sebagai pencuri yang harus di-had. Hal ini karena paksaan 
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itu menghilangkan kehendaknya sendiri, dan berarti juga menghilangkan 
taklif.
13
 
Dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 362 yang berbunyi 
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, di 
ancam karena pencurian , dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 
pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
14
 
1.  Pengertian Tentang Barang Sitaan 
Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang 
dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik 
barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan 
tindak pidana yang sedang terjadi.  
Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah 
menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri 
terjadinya tindak pidana, kemudian di tuntut oleh penuntut umum dengan jalan 
melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan 
pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa 
terbukti atau tidak  
Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16 KUHAP, 
yang berbunyi : “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk 
mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak 
atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian 
dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan (KUHAP, Pasal 1 butir 16). 
                                                          
13
 Mustofa Hasan, dkk., Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah di lengkapi dengan kajian 
hukum pidana islam, (Bandung: Pustaka Setia), h. 333-335 
14
 Wacana Intelektual, KUMPULAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM KUH 
Perdata (Kitab undang-undang hukum perdata) KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) 
(Cet:II Tahun 2015), h.579. 
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Tujuan penyitaan agak berbeda dengan penggeledahan. Seperti yang 
sudah dijelaskan, tujuan penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan 
penyelidikan atau kepentingan pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan 
penyitaan. Tujuan penyitaan, untuk kepentingan “pembuktian”, terutama 
ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar 
tanpa barang bukti, perkara tidak dapat di ajukan ke sidang pengadilan. Oleh 
karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan 
penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan 
dan pemeriksaan persidangan pengadilan . 
Sebagaimana yang sudah dijelaskan, penyitaan adalah tindakan 
pengambilalihan benda untuk disimpan dan ditaruh di bawah penguasaan 
penyidik. Baik benda itu diambil dari pemilik, penjaga, penyimpan, penyewa dan 
sebagainya, maupun benda yang langsung diambil dari penguasaan atau pemilikan 
tersangka . Dalam kamus bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan benda adalah 
harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. 
Sedangkan sitaan adalah perihal mengambil dan menahan barang-barang 
sebagiannya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi . 
Dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 tahun 
1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di 
RUPBASAN, menjelaskan pengertian benda sitaan dan barang rampasan Negara, 
yaitu :  
Benda sitaan Negara adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut 
umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita 
barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Barang rampasan 
Negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara : dimusnahkan, 
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dilelang untuk Negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk 
dimanfaatkan dan diserahkan di RUPBASAN untuk keperluan barang bukti dalam 
perkara lain. 
Benda yang dapat disita dan dirampas oleh Negara Penyitaan sendiri 
diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi 
oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya 
suatu tindakan berupa penyitaan  
Dalam Pasal 39 dan Pasal 1 butir 16 KUHAP telah dijelaskan prinsip 
hukum didalam penyitaan suatu benda, tentang bagaimana benda tersebut dapat 
diberikan atau dilekatkan penyitaan. Selanjutnya, M. Yahya Harahap memberikan 
penjelasan mengenai prinsip hukum tersebut, bahwa benda yang dapat disita 
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah hanya benda-benda 
yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Jika suatu benda tidak ada 
kaitannya atau keterlibatan dengan tindak pidana, terhadap benda- benda tersebut 
tidak dapat dilekatkan sita. 
Kualifikasi benda atau barang dalam pengertian hukum meliputi yang 
berwujud, tidak berwujud, bergerak, dan tidak bergerak. Pengertian benda atau 
barang seperti itu oleh hukum, tidak bisa dilepaskan dari pemilikan hak 
terhadapnya. Artinya, sejauh bisa ada hak yang melekat padanya, maka itu adalah 
benda atau barang dalam arti hukum. Oleh sebab itu, walaupun benda tak nyata 
wujudnya, tetapi karena benda itu bisa dimiliki maka hak yang ada diatasnya pun 
akan bisa dan boleh diperalihkan . 
Pasal 39 KUHAP sebenarnya telah menggariskan prinsip hukum dalam 
penyitaan benda yang memberi batasan tentang benda yang dapat dikenakan 
penyitaan. Pasal 39 KUHAP menjelaskan yaitu :  
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a.  Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian 
diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana  
b.  Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak 
pidana atau mempersiapkan. 
 c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 
pidana.  
d.  Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana  
e.  Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang 
dilakukan.  
f.  Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, 
dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili 
perkara pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 
39).Adapun jenis-jenis benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah : 
a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atausebagian 
diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindakpidana (Pasal 
39 ayat (1) huruf a KUHAP). 
b. Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau 
pengirimannyadilakukan oleh kantor pos atau telekomunikasi, jabatan atau 
perusahaankomunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda 
tersebutdiperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya (Pasal 
41KUHAP). 
c.  Surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-
undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasiaNegara 
(Pasal 43 KUHAP). 
Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, setiap benda yang 
termasukkategori benda yang sifatnya terlarang adalah : 
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a. Benda terlarang, seperti senjata api tanpa izin, bahan peledak, bahan 
kimiatertentu, dan lain-lain. 
b. Benda yang dilarang untuk diedarkan, seperti narkotika, buku ataumajalah 
porno, film porno, uang palsu, dan lain-lain . 
Penyelesaian terhadap benda terlarang dan dilarang diedarkan, 
hanyadapat diselesaikan dengan dua cara saja : 
a. Benda tersebut dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara.Yang 
dimaksud dengan benda yang dirampas untuk Negara ialah bendayang harus 
diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan, sesuaidengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Penjelasan Pasal 45 ayat (4). 
b. Alternatif kedua, atas benda terlarang atau benda yang dilarang 
diedarkan,untuk dimusnahkan.Begitulah tata cara penyelesaian benda sitaan 
yang bersifat terlarang ataudilarang diedarkan, hanya dapat dirampas untuk 
Negara atau dirampas untukdimusnahkan. Jika benda tersebut itu dirampas 
untuk Negara, penggunaan danpenguasaan selanjutnya diserahkan kepada 
Departemen yang bersangkutan. 
Penyimpanan benda sitaan dan rampasan NegaraDalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana Pasal 44, di jelaskanbahwa benda sitaan disimpan 
dalam Rumah Penyimpanan Benda SitaanNegara. RUPBASAN adalah satu-
satunya tempat penyimpanan segala macam 
benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses 
peradilantermasuk benda yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan 
pengadilanputusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh 
siapapunjuga.Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan benda sitaan, 
mestidisimpan di RUPBASAN. Siapapun tidak 
diperkenankanmempergunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif 
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dalam Pasal 44ayat (2). Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan 
wewenang danjabatan. Secara Struktural dan fungsional, RUPBASAN berada di 
bawahlingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat 
penyimpanansegala benda sitaan dari seluruh instansi.Pada masa yang lalu, 
banyak diantara pejabat penegak hukum yangmenguasai dan menikmati benda 
sitaan. Akibatnya banyak benda sitaan yangtidak tentu rimbanya, dan pada saat 
pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan,tidak ada lagi bekas dan jejaknya. Ada 
yang beralih menjadi milik pejabat danada pula yang sudah hancur atau habis. 
Atas alasan pengalaman tersebut,KUHAP menggariskan ketentuan yang dapat 
diharapkan menjaminkeselamatan benda sitaan. Untuk upaya penyelamatan itu 
telah ditetapkansarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa : 
a. Sarana penyimpanannya dalam RUPBASAN. 
b.  Penanggung jawab secara fisik berada pada Kepala RUPBASAN. 
c. Penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukumsesuai 
dengan tingkat pemeriksaan.  
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981tentang KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentangPelaksanaan KUHAP, maka dalam rangka penyimpanan benda 
sitaanpengaturan lebih lanjut dan terperinci termuat di dalam peraturan-
peraturanberikut ini, yaitu: 
a. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 
1983tentang Pengelolaan Benda sitaan dan Barang Rampasan Negara 
diRumah Penyimpanan Benda sitaan Negara (RUPBASAN). 
b.  Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan RUPBASAN. 
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c. Keputusan Direktur Jenderal PermasyarakatanNomor E1.35.PK.03.10Tahun 
2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk TeknisPengelolaan Benda 
Sitaan dan Rampasan Negara di RUPBASAN. 
B. Pengertian Tentang Lelang 
istilaah lelang dari bahasa belanda yaitu vendu, sedangkan dalam bahasa 
inggris di sebutkaan auction. yang berarti lelang atau penjualan di muka umum.
15
 
menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian lelang di jelaskan 
sebagai berikut :  
“lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak dengan tawaran yang 
atas-mengatasi) di pimpin oleh pejabat lelang. sedangkaan melelang adalah 
menjual dengan cara lelang”.16 
Di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36 
/ KMK.04 / 2002 tentang Jasa Pra Lelang Dalam Lelang Barang Yang Dinyatakan 
Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik 
Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Pasal 1 angka 5 menjelaskan 
bahwa lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk 
melalui media elektronik, dengan penawaran lisan dengan harga yang semakin 
meningkat atau dengan penawaran harga yang semakin menurun, dan atau dengan 
penawaran harga secara tertulis yang didahulukan dengan usaha mengumpulkan 
peminat. 
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Mengenai pengertian lelang ini, di dalam kamus hukum juga disebutkan 
bahwa : “ Lelang adalah penjualan barang – barang di muka umum dan diberikan 
pada penawar yang tertinggi. 
18
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”Hal serupa juga disebutkan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang 
berbunyi: “ lelang ialah menjual atau penjualan dihadapan orang banyak dengan 
tawaran yang beratas – atasan.    lelang itu haruslah dilakukan di muka umum dan 
diumumkan melalui media massa maupun media elektronik serta adanya peserta 
lelang yang berasal dari beberapa masyarakat yang berminat terhadap barang – 
barang rampasan yang akan dilakukan pelelangan dan adanya penawaran harga 
dari barang rampasan tersebut. 
1.  Jenis- Jenis Lelang 
Di dalam Pasal 1 angka 8 sampai dengan angka 10 Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor : 41 / PMK. 07 / 2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I yang 
menyatakan bahwa lelang itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu :  
1. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan / penetapan 
pengadilan atau dokumen – dokumen lain yang dipersamakan dengan itu 
sesuai dengan peraturan peraturan perundang – undangan, dalam rangka 
membantu penegakan hukum, antara lain Lelang Eksekusi Panitia Urusan 
Piutang Negara ( PUPN ), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi 
Pajak, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan ( 
UUHT ), Lelang Eksekusi dikuasai / tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang 
Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang – Undang Hukum Acara 
Pidana ( KUHAP ), Lelang Eksekusi barang rampasan, Lelang Eksekusi 
Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia ( Pasal 1 angka 8 ). 
2.  Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang atas barang milik negara / 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Pembendaharaan Negara Atau Barang Milik Badan Usaha 
Milik Negara / Daerah ( BUMN/ D ) yang oleh peraturan perundang – 
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undangan diwajibkan dijual melalui lelang termasuk kayu dan hasil hutan 
lainnya dari tangan pertama (Pasal 1 angka 9 ). 
3.  Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta 
perorangan, kelompok masyarakat atau badan yang di lelang secara 
sukarela termasuk BUMN / D yang berbentuk Persero (Pasal 1 angka 
10).
19
 
Dari ketiga jenis lelang di atas, lelang yang dilakukan oleh pihak 
kejaksaan itu termasuk ke dalam Lelang Eksekusi seperti yang disebutkan di 
dalam point 1 di atas. 
2.   Pandangan Hukum Islam Tentang Lelang 
Kata Al-Buyu‟ عويبنا adalah bentuk jamak dari lafadz bay‟un yaitu jual 
beli.Menurut bahasa ialah suatu bentuk aqad penyerahan sesuatu dengan 
sesuatulain. Sedangkan menurut syara‟ jual beli adalah memiliki suatu harta 
(uang)dengan mengganti sesuatu yang berdasarkan atas syara‟ atau sekedar 
memilikimanfaatnya saja yang diperbolehkan oleh syara‟. Sedangkan menurut 
ulamaHanafiyah mengemukakan bahwa jual beli merupakan pertukaran 
harta(benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
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Menurut hukum Islam, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling 
rela.Pertukaran harta yang dimaksud adalah dengan barang atau benda yang bisa 
diambil manfaatnya, manfaat disini adalah sesuatu yang bisa digunakan(manfaat) 
kepada hal yang mashlahat. Berbeda dengan Sulaiman Rasyid yangmemberikan 
definisi lain yang lebih spesifik lagi tentang jual beli denganmenukar sesuatu 
barang dengan barang yang lain, dengan cara yang tertentu(aqad). 
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 Rachmat Usman. Hukum Lelang. (Jakarta: Sinar Grafika 2016)h.54 
20
 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001),h. 74. 
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Jual beli sistem lelang di Indonesia, pada dasarnya, sudah berlangsung 
lamahanya saja masyarakat pada umumnya tidak begitu mengerti tentang 
statusnyadalam hukum positif. Dalam pasal 1 Peraturan Lelang disebutkan 
bahwaperaturan penjualan di muka umum di Indonesia mulai berlaku sejak 1 
April1908. Untuk melaksanakan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan 
yangditetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan ini. Adapun yang 
dimaksuddengan penjualan di muka umum adalah sebagai berikut: 
Pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan 
penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yangmakin 
meningkat atau dengan pendaftaran harga atau orang-orang yangdiundang atau 
sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan ataupenjualan, atau 
kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yangberlelang atau yang 
membeli untuk menawar harga, menyetujui harga ataumendaftarkan. 
Kemudian yang dimaksud dengan umum dalam pasal ini ialah mereka 
yangdiundang atau diberitahukan terlebih dahulu tentang penawaran dan 
penjualanitu atau kepada mereka yang diberi izin untuk menghadiri penawaran 
danpenjualan, mereka diberi kesempatan untuk menawar memajukan 
dirinyasebagai pembeli. Sementara itu yang dimaksud dengan penjualan 
ialahpenjualan di muka umum dengan harga berjenjang naik, berjenjang 
turunataupun dengan cara tertulis. 
Penjualan dengan cara tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan 
didepan seorang Vendumeester (juru lelang). Namun dalam pasal 1 (a) ayat 
2disebutkan bahwa hanya dengan peraturan pemerintah penjualan di depanumum 
dapat dilaksanakan tanpa Vendumeester. 
Jual beli model lelang (muzayyadah) dalam hukum Islam adalah 
bolehmubah. Di dalam kitab Subulus Salam disebutkan Ibnu Abdi Dar 
berkata,“sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan 
adanyapenambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak 
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Adapun persamaannya adalah dalam jual beli ada khiyar bagi si 
pembeliterhadap barang yang dibelinya, begitu pula dalam lelang. Khiyar 
artinyaboleh memilih antara dua, meneruskan „aqad jual beli atau 
diurungkan(ditarik kembali tidak jadi jual beli).
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C. Pihak-pihak Yang Berwewenang dalam Pelaksanaan Lelang 
Barang Rampasan 
1.  Kejaksaan 
Seperti yang telah disebutkan dalam point kelima tentang tata cara 
pelaksanaan lelang terhadap barang rampasandi atas dan berdasarkan UU No. 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan adanya pihak – pihak yang 
terlibat di dalam pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut, mereka adalah : 
Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai 
penuntut umum.
22
  Di dalam organisasi kejaksaan ini terdapat instansi vertikal, 
yaitu Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, dan di dalam organisasi Kejaksaan 
Negeri ini terdapat beberapa saksi atau subtansi – subtansi kecil ( berdasarkan 
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia KEP – 116 / J.A / 6 1983 pada Pasal 
735 sampai dengan Pasal 751 ) adalah sebagai berikut : 
23
 
Kejaksaan Negeri Kelas I terdiri dari : 
1) Kepala Kejaksaan Negeri. 
2)Sub Bagian Pembinaan, terdiri dari : 
a.  Urusan Kepegawaian. 
b. Urusan Keuangan dan Peralatan. 
                                                          
21
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Bandung: Pustaka, 1990),h. 47. 
22
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c. UrusanKesejahteraan. 
d. Urusan Tata Usaha. 
3) Pemeriksa. 
4) Seksi Intelijen, terdiri dari : 
a. Sub Seksi Sosial Politik. 
b. Sub Seksi Ekonomi. 
c. Sub Seksi Khusus. 
d. Sub Seksi Administrasi Intelijen. 
5) Seksi Tindak Pidana Umum, terdiri dari : 
a. Sub Seksi Pra Penuntutan. 
b. Sub Seksi Penuntutan. 
c. Sub Seksi Eksekusi. 
d. Sub SeksiPerdata dan Bantuan Hukum. 
6) Seksi Tindak Pidana Khusus, terdiri dari : 
a. Sub Seksi Penyidikan. 
b. Sub Seksi Penuntutan. 
c. Sub Seksi Eksekusi. 
Dari keenam subtansi Kejaksaan Negeri ini yang paling berwenang 
terlibat di dalam lelang terhadap barang rampasan itu adalah Sub Bagian 
Pembinaan urusan tata usaha. Adapun tugas dari Sub Bagian Pembinaan urusan 
tata usaha ini adalah melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga serta 
kepustakaan. Tetapi, dalam hal ini juga Sub Bagian Pembinaan ini dibantu oleh 
Seksi Tindak Pidana Umum dan Seksi Tindak Pidana Khusus sub seksi eksekusi. 
Bantuan dari kedua Seksi ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan jumlah barang 
rampasan yang merupakan hasil putusan Pengadilan.  
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Hal ini juga ditegaskan di dalam penjelasan alenia kedua Pasal 30 huruf 
b Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia yang menyatakan bahwa : “Melaksanakan putusan Pengadilan termasuk 
juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman 
mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita 
untuk selanjutnya dijual lelan.“24 
Dari kedua ketentuan di atas, cukup menjelaskan bahwa tugas dan 
wewenang dari pihak kejaksaan itu adalah melaksanakan putusan / penetapan 
pengadilan terutama di dalam menyelesaikan barang rampasan. 
2.  Jurusita 
Di dalam Pengadilan Negeri terdapat susunan pejabat yang berwenang di 
dalam menyelesaikan suatu perkara baik itu perkara pidana maupun perkara 
perdata. Susunan pejabat Pengadilan Negeri seperti yang disebutkan di dalam 
Pasal 10 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang 
menyebutkan : “ Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim 
Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. “ 25 
Berikut ini penulis juga memaparkan secara singkat mengenai jurusita 
ini. 
a. Kedudukan Jurusita. 
Kedudukan Jurusita di Pengadilan Negeri itu sebagai pelaksana atau 
eksekutor dari putusan Pengadilan dan di dalam melaksanakan tugasnya ini 
Jurusita di bantu oleh Jurusita Pengganti. Jurusita ini diangkat dan diberhentikan 
oleh Menteri Kehakiman atas usul Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan Jurusita 
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28 
 
 
 
Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
26
 dan 
pernyataan ini dijelaskan di dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 1986 
tentang Peradilan Umum. 
b. Tugas Jurusita 
Mengenai tugas dari pada jurusita ini dijelaskan di dalam Pasal 65 ayat 
(1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan bahwa  
Jurusita bertugas :
27
 
a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang; 
b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-
protes,dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan 
ketentuan undang-undang; 
c.  Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri; membuat berita 
acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak – pihak yang 
berkepentingan. 
Melihat dari tugas Jurusita dan Seksi TindakPidana Umum dan Seksi 
Tindak Pidana Khusus sub seksieksekusiterdapat persamaan, yaitu sama – sama 
sebagaipelaksana dari putusan Pengadilan dan di dalam hal iniyang menjadi dasar 
bahwa kedua pihak ini yang berwenangdalam melaksanakan lelang barang 
rampasan berdasarkanatas perintah dari Ketua Sidang. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
 jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan 
(field research). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif 
dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.
28
 
b. Lokasi Penelitian 
 lokasi penelitian penulis memilih lokasi yang bertempat di Kabupaten 
Gowa yang merupakan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gowa dengan alasan  
untuk mengetahui  kedudukan barang lelang terhadap sarana dan prasarana yang 
digunakan dalam tindak pidana pencurian menarik untuk dikaji karna selama ini 
tidak pernah terdengar pengumuman lelang hasil tindak pidana kepada masyarakat 
menurut pengamatan penulis, dan rasa keingintahuan penulis terhadap prosedur 
lelang dan uang hasil tindak pidananya di kemanakan. Serta bagaimana 
pandangan Islam mengenai barang tersebut halal atau haramkah. Karena barang 
tersebut barang orang lain yang di lelang namun di gunakan untuk tindak pidana. 
B. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologi normatif 
dan yuriddiss syari‟i . Pendekatan teologi normatif adalah pendekatan yang 
didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep 
yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini. Sedangkan pendekatan Yuridis 
syari‟I dimaksudkan sebagai pendekatan yang didasarkan pada hukum islam. 
C. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari yakni;
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a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.29 Data 
primer ini diperoleh dari hasil wawancara yang ditunjuk instansinya yaitu 
Kejaksaan Negeri Gowa untuk menjadi informan. 
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan 
cara mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, karya ilmiah dan 
peraturan perundang-undangan yang berkenaang dengan pokok permasalahan 
yang dibahas. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode Penguumpulan data yang digunakan dalam peneliitian ini yaitu: 
a. Observasi atau Pengamatan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara 
melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.
30
 Peneliti 
melakukan pengamatan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder 
b. Wawancara (interview) adalah situasi peran antara pribadi bertatap-muka (face 
to face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan 
dengan penelitian kepada seseorang responden.
31
 Dalam hal ini peneliti 
melakukan wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Gowa yang menangani 
kasus pelelangan barang yang digunakan dalam tindak pidana penurian. 
c. Studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan tertulis seperti buku, notulen, surat 
menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan.
32
 
Metode ini digunakan untuk memperoleh data, dokumen-dokumen atau buku-
buku yang punya relevansi dengan pokok pembahasan. Dan dalam penelitian 
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ini barang lelang terhadap sarana dan prasarana yang digunakan dalam 
melakukan tindak pidana pencurian. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan 
untuk mengumpulkan data dan instrumen utama pengumpulan data adalah 
manusia, yaitu peneliti sendiri.
33
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, 
kedudukan peneliti yaitu sebagai instrumen utama. Dapat disimpulkan bahwa 
betapa pentingnya peran manusia dalam pelaksanaan penelitian dengan 
pendekatan kualitatif. Instrumen yang digunakan pedoman wawancara, 
dokumentasi, alat perekam dan alat tulis yang dianggap relevan dengan 
penelitian ini.
34
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Teknik Pengolahan Data 
Data yang telah dikumpul kemudian diolah dengan cara: 
1. Klasifikasi yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok 
bahasan yang telah ditentukan. 
2. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap 
pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan. 
3. Editing yaitu meneliti kembali  kelengkapan data yang diperoleh, apabila 
masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan 
melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan, Selain itu 
juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap 
data yang diperoleh. 
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b. Analisis Data 
Data dalam penelitian kualitatif dianalisis melalui membaca mereview 
data (catatan observasi, transkip wawancara) untuk mendeteksi tema-tema dan 
pola-pola yang muncul.
35
 Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data 
yang meliputi berkas perkara pelimpahan barang rampasan di Kejaksaan Negeri 
Gowa, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, 
dan literatur lainnya yang berkaitan dengan barang lelang yang digunakan untuk 
melakukan tindak pidana pencurian. 
Setelah hal tersebut tercapai, maka kemudian akan dihubungkan dengan 
data-data yang diperoleh penulis dari lapangan yang berupa hasil wawancara 
dengan informan yang bersangkutan, untuk itu kemudian dilakukan pengumpulan 
dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikan dengan kalimat yang 
teratur dengan ditarik sebuah kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Gowa 
Kejaksaan Negeri Gowa  merupakan pengadilan yang bertempat di 
Kabupaten Gowa dan  surat perintah pelimahan barang rampasan yang di gunakan 
dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan nomor.373/pid/2014/PT.Mks 
Untuk mengetahui gambaran umum Kejaksaan Negeri Gowa, maka berdasarkan 
hasil wawancara dengan Bapak pakasidum Kejaksaan Negeri Gowa yaitu Abdul 
Rachmatmenyarankan untuk membuka website Kejaksaan Negeri Gowa sehingga 
hasil yang didapatkan sebagaimana berikut ini: 
1. Sejarah dan Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Gowa 
Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada 
zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, 
istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan 
jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari 
kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.  
Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah 
pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam 
Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas 
untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini 
dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan 
mengawasi para dhyaksa tadi.  
Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi 
difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan 
tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, 
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No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang 
pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hooin 
(pengadilan tinggi) dan Tihooo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara 
resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:  
1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran  
2. Menuntut Perkara  
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.  
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.  
Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam 
Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan 
UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. 
Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan 
peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, 
maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.  
Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan 
Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, 
yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara 
Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.  
Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar 
pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-
Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. 
Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum 
yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas 
departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan 
organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan 
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wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan 
kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang 
Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.  
Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut 
Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan 
organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya 
Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.  
Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap 
pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam 
penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi 
Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut 
gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan 
yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak 
lainnya.  
UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur 
tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :  
1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:  
a. Melakukan penuntutan;  
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap;  
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 
putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;  
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d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 
undang-undang;  
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.  
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus 
dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama 
negara atau pemerintah  
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan:  
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;  
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;  
c. Pengamanan peredaran barang cetakan;  
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan 
negara;  
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;  
f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.  
Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas 
menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan 
secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, 
diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah 
badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari 
kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi 
sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime .  
Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan 
pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan 
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memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 
4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni 
Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan 
Pengaduan masyarakat.  
Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan 
penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidiknya diambil dari Kepolisian dan 
Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah 
pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental 
dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.
36
   
Kemudian untuk wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gowa meliputi 
wilayah administratif  Pemerintah Kabupaten Gowa yang terdiri dari 18 (delapan 
belas) kecamatan dan 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan.  
Adapun 18 kecamatan yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa diantaranya: 
1) Kecamatan Somba Opu 
2) Kecamatan Pallangga 
3) Kecamatan Barombong 
4) Kecamatan Bajeng 
5) Kecamatan Bajeng Barat 
6) Kecamatan Bontonompo 
7) Kecamatan Bontomarannu 
8) Kecamatan Pattallang 
9) Kecamatan Bontonompo Selatan 
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10) Kecamatan Parangloe 
11) Kecamatan Manuju 
12) Kecamatan Tinggimoncong 
13) Kecamatan Tombolopao 
14) Kecamatan Tompobulu 
15) Kecamtan Biringbulu 
16) Kecamatan Bungaya 
17) Kecamatan Bontolempangan 
18) Kecamatan Parigi 
B. Pelaksanaan Lelang Terhadap Sarana dan Prasarana yang di Gunakan 
untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian Oleh Kejaksaan Negeri Gowa 
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari undang-
undang terhadap pelaksanaan lelang barang sarana dan prasarana yang di gunakan 
untuk melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri 
Gowa,penulis memaparkan sedikit tentang penegakan hukum  yang diungkapkan 
oleh Prof. DR. Satjipto Rahardjo di dalam bukunya yang berjudul “ 
PermasalahanHukum di Indonesia “,. Di sini beliau mengungkapkan bahwa : 
“ Dalam kehidupan hukum sehari–hari bisa dilihat, bahwa pada suatu saat tampak, 
betapa peraturan yang dikira sudah dibuat dengan rapi itu masih ada saja 
kekurangannya yang kemudian mesti ditutup segera oleh langkah–langkah yang 
taktis dari para pelaksananya.”37 
Dari ungkapan Prof. DR. Satjipto Rahardjo tersebut,menunjukkan bahwa 
penerapan peraturan perundang–undangan selama ini tidak berjalan dengan 
semestinya atau dengan kata lain tidak berjalan secara efektif. Untuk itulah 
diperlukan peranan pemerintah, di mana dalam hal lelang, pengawasan terhadap 
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penyelesaian barang rampasan dibebankan kepada ketua sidang. Di dalam 
melakukan pengawasan ini ketua sidang tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu 
atau bekerjasama dengan pihak–pihak yang terkait di dalam pelaksanaan 
lelang terhadap barang rampasan. Oleh karena itu bagi pihak–pihak yang 
terkait di dalam pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan ini diperlukan 
adanya keseriusan dan kedisiplinan di dalam melaksanakan kewajiban–kewajiban 
yang dibebankan kepadanya, sehingga dapat menjadikan penerapan peraturan 
tersebut dapat berjalan dengan efektif. 
Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkanbahwa efektifitas 
adalah memberikan hasil yang memuaskan.,
38
 yang dikatakan efektifitas itu 
adalah suatu kegiatan atau perbuatan terhadap suatu peraturan yang berlaku di 
dalam masyarakat, yang pelaksanaannya haruslah sejalan dan selaras, serta yang 
dihasilkan nantinya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. 
Efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang–undangan itu 
tergantung dari masyarakat,karena berhasil pelaksanaan dari sebuah peraturan 
masyarakatlah yang merasakan dampaknya. Apabila yang dirasakan masyarakat 
itu menguntungkan bagi mereka makaa peraturan itu berjalan dengan efektif 
begitu juga sebaliknya apabila yang dirasakan masyarakat itu merugikan maka 
peraturan itu tidak berjalan dengan efektif. Mengenai pengertian efektifitas ini, 
menurut nara sumber yang penulis temui mengungkapkan bahwa yang dimaksud 
dengan efektifitas itu dapat dipandang dari berbagai sudut, yaitu dari sudut . 
1. Peraturan perundang – undangan yang berlaku. 
Maksudnya di sini adalah bahwa apa yang ditetapkan oleh suatu 
peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis harus dijalankan dengan 
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J.S. Badudun, dkk. Kamus Umum Bahasa Indonesia.(Jakarta:Putra Sinar 
Harapan,2001) , h.371. 
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semestinya atau dengan kata lain harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan 
oleh undang– undang yang berlaku dan terhadap suatu peraturan yang mengatur 
dalam suatu bidang yang sama itu hendaklah sambil mendukung antara satu 
peraturan dengan peraturan yang lain. Beliau juga menambahkan apabila suatu 
peraturan itu tidak dijalankan sesuai dengan yang seharusnyaditetapkan maka 
peraturan tersebut tidak berjalandengan sempurna atau tidak efektif.
39
 
2. Subjek pelaksana peraturan perundang – undangan (aparat 
hukum). 
Sebagai subjek pelaksana dari sebuah peraturanperundang – undangan 
dengan apa yang telahditetapkan oleh peraturan perundang – undangan 
yangberlaku. Berarti, dalam hal ini subjek pelaksanadari sebuah peraturan 
perundang – undangan dalambertindak dan berbuat harus seiring dan 
sejalandengan yang telah dituangkan di dalam sebuahperaturan baik tertulis 
maupun tidak tertulis.
40
 
3. Hasil dari pelaksanaan peraturan perundang undangan. 
Di sini nara sumber tersebut menambahkan bahwa hasilatau dampak dari 
sebuah peraturan perundang –undangan itu haruslah sesuai dengan yang 
diharapkandan yang diinginkan oleh semua orang, terutama hal –hal yang 
menguntungkan dari semua bidang terutama dibidang hukum.
41
Dari pengertian 
tersebut, menurut penulis, biladilihat pada peraturan lelang yang berhubungan 
denganbarang rampasan memang benar, tetapi yang terjadi dilapangan atau 
praktiknya belum tentu demikian,terutamapada point ketiga.Sehubungan dengan 
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point ketiga ini juga, menarikuntuk disimak pernyataan di sebuah artikel dalam 
SuratKabar Harian Kompas tanggal 20 September 2017 yang laludengan judul 
artikel “ Uang Menentukan Hukum diIndonesia.“42di dalam artikel tersebut 
terdapatnyapenyimpangan–penyimpangan perilaku dari aparat–aparat hukum 
yang tidak bertanggung jawab, bahwa:“Kepastian hukum di Indonesia tidak akan 
pernahterwujud jika aparat penegak hukum masih berlaku tidakadil“. Demikian 
pentingnya peranan aparat penegakhukum disamping undang–undang itu sendiri, 
di dalamsuatu diberlakukannya suatu perundang–undangan.Di dalam pelaksanaan 
lelang terhadap barangrampasan, telah ada aturan tentang pelaksanaannya,mulai 
dari penyitaan barang bukti yang telah digunakansebagai alat bukti untuk penyidik 
baik yang dilakukanoleh pihak kepolisian, maupun penyidikan yang 
dilakukanoleh pihak Kejaksaan, kemudian dilakukan penyerahanbarang bukti ke 
pihak Pengadilan untuk dilakukan proseslebih lanjut, hingga adanya keputusan 
hakim terhadapbarang rampasan tersebut ( dirampas untuk dilakukanpelelangan, 
untuk kepentingan Negara atau Sosial atauuntuk dilakukan pemusnahan ). 
4.  Pelaksanaan Lelang di Kejaksaan Negeri Gowa 
Adapun tata cara yang harus di penuhi oleh pihak-pihak yang akan 
melakukan pelelangan terhadap barang rampasan oleh pihak Kejaksaan adalah 
sebagai berikut : 
a. Sebelum di jual lelang barang rampasan perlu mendapat izin. Izin untuk  
menjual barang rampasan di berikan oleh Kepala Kejaksan Negeri, Kepala 
Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung Muda. 
Permohonan izin lelang yang di berikan Kejari itu selambat lambat-lambatnya 
7 (tujuh) hari dan kejati sudah memberikan putusan apakah barang rampasan 
akan diberikan izin untuk dijual lelang atau tidak. Permohonan izin menjual 
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lelang  barang rampasan harus melampirkan dokumen atau surat-surat yang 
berkaitan dengan barang rampasan tersebut.     
Adapun dokumen-dokumen yang harus dilampirkan adalah turunan putusan 
pengadilan yang membuktikan bahwa barang bukti yang dimaksud telah 
dinyatakan dirampas untuk Negara. 
b. Setelah disetujui atau di kabulkannya permohonan izin, menentukan kondisi 
barang dan menentukan harga dasar barang rampasan tersebut dan adanya 
peserta lelang maka pelaksanan lelang barang rampasan tersebut dapat 
dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, 
Prosedur pelaksanaan lelang oleh kejaksaan adalah sebagai berikut : 
1. Diterbitkannya keputusan izin lelang barang rampasan baik yang 
dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan 
barang rampasan maupun Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala 
Kejaksaan Negeri dengan peraturan kantor lelang sesua peraturan yang 
berlaku. 
2. Setelah diterbitkan keputusan izin lelang tersebut, maka pihak panitia 
lelang melakukan lelang. 
Jika ternyata penawaran tinggi belum mencapai harga dasar yang 
ditentukan , maka pelelangan tersebut dinyatakan batal dan di buatkan 
berita acara pembatalan pelaksanaan lelang  sepuluh hari dari 
pembatalan pelelangan tersebut maka dilakukan pelaksanaan lelang 
diulang kembali, dan jika pelangan yang kedua penawaran yang tertinggi 
belum mencapai harga yang ditentukan maka pelelangan itu dinyatakan 
batal yang dituangkan dalam berita acara. Dan pelelangan yang ketiga 
merupakan pelelangan yang akhir dan yang menjadi dasar harganya 
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harga yang tertinggi pada pelelangan sebelumnya, dan pelelangan akhir 
ini harus mendapat permohonan izin. 
c. Setelah pelaksanan lelang barang rampasan tersebut selesai dilaksanakan 
langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh panitia penyelenggara lelang 
tersebut adalah 
1. Penyetoran dan laporan ,  
Hasil penjualan lelang barang rampasan merupakan penerimaan hasil 
dinas kejaksaan dan harus disetor ke Kas Negara dengan uang tunai  dan 
hasil penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpa pemotongan 
bentuk apapun harus segera disetor ke Kas Negara dalam waktu 1x24 
jam. 
2. Premi / Uang ganjaran 
Premi / uang ganjarang di berikan kepada pihak-pihak atau panitia 
pelaksanaan lelang barang rampasan. 
d. Setelah semua rangkaian kegiatan lelang barang rampasan selesai, maka pihak 
penyelenggara lelang atau panitia pelaksana lelang barang rampasan membuat 
risalah lelang dari pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut.
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Berikut ini bagan tentang penyelesaian barangrampasan yang dilakukan 
oleh pihak–pihak yangberwenang menangani penyelesaian barang–
barangrampasan tersebut mulai dari pihak kepolisian, pihakkejaksaan dan pihak 
pengadilan 
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BAGAN TENTANG PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN 
di sita      alat bukti 
 
 
 
 
 
 
 
di lelang/musnakan   bekerjasama  
      
  
 
 melaksaanak
anputusaan  
pengadilan     
        
 
 
 
putusan pengadilan      alat bukti
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BARANG RAMPASAN JURUSITA KEJAKSAAN 
PENGADILAN 
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Sumber Data sekunder yang diperoleh.Keterangan : 
1. Barang disita oleh pihak kepolisian guna penyidikan dan penyelidikan 
terhadap tindak pidana yang terjadi. 
2. Dari pihak kepolisian barang rampasan tersebutdiserahkan kepada pihak 
kejaksaan untuk digunakan sebagai alat bukti diproses persidangan. 
3.  Dari pihak Pengadilan, setelah ada putusan yangmempunyai kekuatan 
hukum yang tetap, tindak lanjuterhadap barang rampasan dari putusan 
tersebutadalah dilakukannya perampasan untuk 
dilakukannyapelelangan,dirampas untuk Negara atau Sosial 
ataupundimusnahkan dan selanjutnya oleh pihak pengadilanmemberikan 
perintah kepada pihak kejaksaan dan jurusita untuk melaksanakan tugas 
tersebut. 
Dari keterangan bagan di atas, proses penyelesaianbarang rampasan itu 
cukup jelas, mulai dari penyidikanyang dilakukan oleh pihak kepolisian hingga 
putusanPengadilan. Selain itu juga, di dalam peraturanpelaksanaan lelang 
terhadap barang rampasan sepertiyang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 
disebutkanbahwa tenggang waktu untuk menyelesaikan barangrampasan dibatasi 
selambat – lambatnya dalam masa 4( empat ) bulan setelah Putusan Pengadilan 
mempunyaikekuatan hukum yang tetap. Berarti, apabilapenyelesaian terhadap 
barang rampasan tersebut lewatdari batas waktu yang ditetapkan, tetapi tidak 
dapatdiselesaikan maka barang rampasan itu diserahkan kepadaNegara. Tetapi 
yang terjadi di lapangan pelaksanaannya tidaklah berjalan demikian. Hal ini dapat 
diketahuidari lamanya penyelesaian barang rampasan tersebut,sebagai contoh 
dapat dilihat dari kasus berikut ini,yaitu kasus pencurian dalam keadaan 
memberatkan dilakukan oleh Usman DG. Rola  dengan rekannya Saharuddin yang 
bertempat dihalaman parkir kantor PDAM Kaabupaten Gowa jalan Tirta 
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Je‟neberang Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Sombaopu, Kaabupaten Gowa 
atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum 
Pengadilan Negeri Sungguminas. dalam pencurian mobil pada tanggal 26 Juni 
2014, terdakwa berhasil di tangkap beserta barang bukti dan selanjutnya terdakwa 
dan baraang bukti di amankan ke Polres Gowa untuk dilakukanpemeriksaan lebih 
lanjut, meneetapkan barang bukti yang di gunakan untuk melakukan tindak pidana 
pencurian mobil berupa : 
- 1(satu) ssepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam nomr polisi DD 
3934 FS, dirampas untuk negara 
- 1(satu) unit handphne merk Nokia dirampas  untuk dimusnaahkaan 
berdasarkan putusan PT/MKS tanggal 17Desember 2014 Nomor 
373/PD/2014/PT.MKS dalam perkara tindak pidana “pencurian yang 
memberatkan”terdakwa Usman DG.Rola telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap , berupa barang bukti tersebut dalam Register  Bukti No.85/RB.2/08/2014. 
dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut memperoleh 
kekuatan hukum tetap , barang rampasan tersebut harus dilimpahkan 
penanganannya dari bidang yang menangani sebulum menjadi barang rampasan 
kepada bidang yang berwenang  menyelesaikan barang rampasan tersebut. 
Berdasarkan posisi kasus di atas, penyelesaiannyaitu dilakukan di 
wilayah hukum Kabuapten Gowa, dan dari perkembangan kasus ini terdakwa 
tidak puas terhadapsanksi yang dijatuhkan kepadanya. Dari rasa ketidakpuasan ini 
terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi  Makassar. Berikut 
penyelesaian kasus ini. 
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PETIKAN PUTUSAN 
No.249/PD.B/2014/PN Sgm 
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA” 
 Pengadilan  Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara 
pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan 
sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara terdakwa : 
“USMAN DG.ROLA BIN H.LIMI DG.TENGKE” 
Tempat lahir Jeneponto , Umur 35 Tahun, Tanggal Lahir 29 Desmber 1979, Jenis 
Kelamin Laki-laki , Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal jl.Dusun Bontoloe, 
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Petani): 
 Terdakwa di tangkap pada tanggal 26 Juni 2015 berdasarkan surat 
peerintah penangkapan dalam Kepolisian Repoblik Indonesia tertanggal 26 Juni 
2014 dengan Sp.Kap/138/VI/2014/Reskrim. 
Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : 
1. Penyidik pada tanggal 27 Juni 2014 Nomor Sp.Kap/138/VI/2014/Reskrim 
sejak tanggal 27 Juni s/d 16 Juli 2014 
2. peranjangan penahanan tanggal 11 Juli 2014 Nomor: B-
102/R.4.14/Epp.1/07/2014 oleh Penuntut  Umum sejak tanggal 17 Juli 
2014 s/d 25 Agustus 2014: 
3. Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2014 Nomor :PRINT-
118/RT.3/Ep.1/08/2014 sejak tanggal 25 Agustus 2014 s/d tanggal 13 
September 2014. 
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa , tanggal 08 September 2014 
No.249/Pen.pid/2014/PN.Sgm sejak tanggal 08 September s/d 07 Oktober 
2014 
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa 
sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014. 
 
Pengedilan Negeri Tersebut :........................................................... 
 Telah Membaca  :........................dst............................... 
 Telah Mendengar  :........................dst............................... 
 Telah Mempertahatikan :........................dst.............................. 
 Menimbang Bahwa :........................dst................................ 
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Menginat pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 48 
tahun 2009 tentang Kekasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini 
MENGADILI 
1. Meyatakan Terdakwa USMAN DG.ROLA bin H.LIMI DG. TENGKE 
tersebut di atas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memebraatkan” sebagaimana 
dalam dakwaan pertama 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa  USMAN DG.ROLA bin H.LIMI 
DG. TENGKE oleh karena itu pidana penjara sselama 2 (dua) tahun dan 6 
(enam) bulan. 
3. Menetapkan asa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniterdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan  
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 
5. Menetapkaan barang bukti berupa 
- 1(satu) unit sepeda motor  Honda Revo Fit warna hitam Nomor DD 
3934 FS 
- 1(satu) unit handphone merk Nokia 
Dirampas untuk Negara 
6. Membebaankan kepada Terdakwa membaayar biaya perkara sejumlah 
Rp2000,-(dua ribu rupiah); 
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majeliss Hakim 
Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari, SENIN, tanggal 03 November 2014 
oleh HASRAWATI YUNUS, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua , MOHAMAD 
SHOLEH, S.H.M.H dan KHUSNUL KHOTIMAH , SH masing-masing sebagai 
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 
SELASA, tanggal 04 November 2014, dibantu oleh SASTRAWATI, S.H., 
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut. serta dihadiri oleh ANDI 
FATMAWATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminnasa serta 
di Hadapan terdakwa. 
 
 
 
 
49 
 
 
 
M E N G A D I L I: 
 Menerima permintaan banding terdakwa dan permintaan banding Jaksa 
Penuntut Umum tersebut ;........................................................................ 
 Mempebaiki putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 04 
Nopember 2014, Nomor: 249/PID.B/2014/PN.SUNGG. yang di mntakan 
banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang di jatuhkan kepada 
Terdakwa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :................................ 
1. Menyatakan  Terdakwa USMAN DG.ROLA bin H.LIMI DG. 
TENGKE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, 
sebagaimana dalam dakwaan pertama................................................. 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa USMAN DG.ROLA bin 
H.LIMI DG. TENGKE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 
3(tiga) 
tahun:....................................................................................................... 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan............. 
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan:...................................................... 
5. Menguatkan putusan Negeri Sungguminasa tanggal 04 Nopember 
20114, Nomor: 249/PID.B/2014/PN.SUNGG, untuk selain dan 
selebihnya............................................................................................... 
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan 
sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus 
rupiah):................................................. 
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-------Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis 
Hakim Pengadilan Tinggi  Makassar pada Hari Rabu tanggal 17 Desember 2014, 
oleh kami : P U R W A N T O, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis , H I D A 
Y A T, SH dan H. JOKO SISWANTO, SH.,M.H, masing-masing sebagai Hakim 
Anggota , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan 
oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di 
hadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SALLO DAENG, 
SH,.MH Panitera pada Pengadilan Tingg tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa 
Penuntut Umum dan Terdakwa Tersebut:.............................. 
SURAT PERINTAH 
PELIMPAHAN BARANG RAMPASAN 
NOMOR : PRINT-57/R.4.14/Epp.1/06/2015 
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGGUMINASA 
Dasar  :  
1.  Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-089/JA/8/1988 
tanggal 05 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang 
Rampasan. 
2.surat edara Jaksa Agung Muda Pembinaan No. SE-
03/B/5/8/1998 tanggal 06 Agustus 1988 tentang 
Penyelesaian Barang Rampasan 
Pertimbangan :  
1. berdasarkan Putusan PT/MKS tanggal 17 Desember 
2014 Nomr 373/PID/2014/PT.MKS dalam perkara  
tindak pidanaa “Pencurian dalam keadaan 
memberatkan” atas nama terdakwa USMAN DG.ROLA 
bin H.LIMI DG. TENGKE yang telah memperoleeh 
kekuatan hukum tetap , barang bukti tersebut dalam 
Register Bukt No.85/RB.2/08/2014 berupa : 1 (satu) 
unit Sepeda motor Honda Revo Fit waarna hitam 
Nomor DD 3934 FS,1 (satu) unit Handphone mer 
Nokia  
2. dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah putusan 
tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap , barang 
rampasan tersebut harus ddilimahkan penanganannya 
dari bidang yang menangani sebelum menjadi barang 
rampasan kepada bidang yang berwenang 
menyelesaikan barang rampasan tersebut 
51 
 
 
 
3. oleh karena itu di anggap perlu untuk mengeluarkan surat 
perintah untuk melimpahakan barang rampasan 
tersebut. 
M E M E R I N T A H K A N 
 
Kepada : 1. Nama  : AMAL PUJIANTO, SH.,MH. 
        Pangkat/NIP : JAKSA MADYA 
        NIP  : 1965022131994031001 
 Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri 
Sungguminasa selaku satuan tugas yang menangani 
barang bukti sebelum menjadi barang rampasan 
2. Nama  : ALHAM, SH.,MH. 
Pangkat : JAKSA MADYA 
NIP  : 19770707 200012 1 001 
Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri 
Sungguminasa selaku bidang yang berwenang 
menyelesaikan barang rampasa. 
 Untuk  :1. Melaksanakan pelimahan penangananan barang rampasa 
berupa 1(satu) unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nomor DD 3934 
FS, 1(satu) unit Hendphone merk Nokia . Register Bukti No. 85/RB.2/08/2014 
dalam perkara tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” atas nama 
terdakwa USMAN DG.ROLA bin H.LIMI DG. TENGKE dari petugas No.1 
kepada petugas No.2 dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari 
2 .Agar dlaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
 
D i k e l u a r k a n   di Sungguminasa 
P a d a t a n g  g a l : 03 Juni 2014 
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KEKAKSAAN NEGERI SUNGGUMINASA 
“UNTUK KEADILAAN” 
 
BERITA ACARA PENYERAHAN TANGGUNG JAWAB ATAS BARANG 
RAMPASAN / BARANG BUKTI UNTUK DI LELANG 
Kami yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
1. Nama  : AMAL PUJIANTO,SH.,MH. 
Pangkaat/NIP : JAKSA MADYA/196502131994031001 
Jabatan  : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM 
Selanjutnyadisebutpihakkedua 
2. Nama  : ALHAM,SH.,MH. 
Pangkat/NIP : JAKSA MADYA/197707072000121001 
Jabatan  : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN 
Selanjutnyadisebutpihakkedua 
Berdasarkan persetujuan / Ijin Kepala Kejaksan Negeri Sungguminasa 
NomorPrint - /R.4.14/Epp.1/06/2015 tanggal  Mei 2015 dengan disaksikan oleh: 
1. Nama  : HENRRI TATAN SUNANDAR 
Pangkat/NIP : YUANA DARMA  TU/199504242014031001 
2. Nama  : ABDUL SAHID 
Pangkat/NIP :YUANAA DARMAA TU/1978111262010121001 
Pihak pertama menyerahkan tanggung jawab kepada pihak kedua menerima 
tanggung jawab dari pihak pertama untuk melelang BarangRampasan 
/BarangBukti yang terdiri dari : 
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna hitamNomor 
DD 3935 FS; 
- 1(satu)  unit Handphonemerk Nokia; 
a. Berdasarkan putusan  PT.Makassar Nomor:373/PID/2014/PT.MKS Tanggal 
17 Desember 2014 yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
b. BeritaAcaraPenemuan barang bukti tanggal 
Pihaak kedua akan melelang barang-barang tersebut diatas dengan segera dan 
pihak kedua akan menyetorkan  hasil lelang tersebut diatas ke Kas Negara atas 
namaKejaksaan. 
Pihak kedua akan melaporkan kepada pihak pertama tentang pelaksanaannya. 
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-------Demikianlah Berita Acara Penyerahan tanggung jawab atas barang 
rampasan / barang bukti dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan pada 
hari …………. Tanggal ………………………………………bertempat di 
Kejaksaan Negeri Sungguminasa ditutup dan ditanda tangani pada hari dan 
tanggal tersebut diatas. 
5.Analisis Penulis 
Setelah membaca dan mempelajari amar putusan diatas, menurut analisis 
penulis bila dikaitkan dengan peraturan pelaksanaan lelang terhadap barang yang 
digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian atau barang rampasan 
memang sudah terlaksana, tetapi dalam penyelesaian kasus ini sekali lagi 
memakan waktu yang cukup lama yaitu 6 bulan  dan pada kasus ini karena barang 
yang dicuri  tersebut milik pemerintah dan hingga sekarang mobil tersebut belum 
ditemukan sehingga mengganggu kepentingan masyarakat banyak, khususnya 
kantor PDAM, Kabupaten Gowa,  adapun jumlah hasil pelelangan barang 
rampasan tersebut sebesar Rp.3000.000,00. dan pihak pelelangan hasil Rampasan 
akan menyetorkan hasil lelang tersebut ke Kas Negara atas nama Kejaksaan.
45
 
Menurut pengamatan dan informasi yang penulisdapatkan, selama ini 
pelanggaran terhadap peraturan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan, 
selain apa yang diungkapkan, juga terjadi pelanggaran berupa tidak dilakukannya 
terlebih dahulu pengumuman lelang. Kalaupun ada pengumuman lelang tersebut 
hanya dilakukan terhadap benda–benda tidak bergerak seperti tanah dan rumah, 
tetapi terhadap benda bergerak seperti mobil, motor, dan lain–lain jarang sekali 
terdengar ataupun terbaca di media massa atau media elektronik tentang adanya 
pelelangan terhadap barang rampasan tersebut.  
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Andi Fatmawati,Umur 43 Tahun Wawancara Jaksa Kejakasaan Negeri Gowa, 23 
Oktober 2017. 
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Selain itu juga pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan memakan 
waktu yang sangat panjang seperti yang telah dijelaskan pada kasus Pencurian 
dalam keadaan memberatkan. apabila terdapat barang sitaaan atau rampasan hasil 
tindak pidana pencurian dan pemilik barang tersebut tidak di ketahui asal usulnya, 
maka dinyatakan di rampas unuk di musnahkan karna menimbang barang tersebut 
memiliki nilai jual yang rendah.  
Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, menurut penulis perlu 
adanya pengawasan terhadap pelaksanaan lelang barang rampasan ini seperti yang 
diketahui bahwa kepada pelaksanaan lelang barang rampasan itu dilakukan oleh 
pihak–pihak Kejaksaan Negeri dan Jurusita. Idealnya di bentuk suatu lembaga 
pengawas yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan lelang, dalam 
rangka untuk mengantisipasi terjadinya “ main mata “ di antara panitia pelaksana 
lelang denganpeserta lelang pada waktu proses pelelangan berlangsung. Dengan 
memperhatikan kasus di atas ,  
C. Kedudukan Barang Lelang terhadap Sarana dan Prasarana yang 
digunakan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Presfektif 
Hukum Islam 
Mayoritas  ulaman  berpendapat  bahwa  jual  beli  muzayadah  (lelang)  
hukumnya boleh, mereka semua mengikuti pendapat Imam Tirmidhi. Tidak  ada  
yang  menentang  pendapat  ini  kecuali  an-Nakhani  yang  berpendapat  bahwa 
jual beli seperti ini hukumnya makruh.  Juga pendapat Al-Hasan al- Bashri,   Ibnu   
Sirin   al-Auzani   dan   lainnya   berpendapat   bahwa   jual   beli hukumnya 
makruh kecuali pada harta rampasan perang dan harta pustaka.
46
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 Abdulah bin Muhammad ath-Thayyar, et al. Ensiklopedia Fiqih Muamalah 
“dalampandangan Mazhab” (Yogyakarta:Maktabah al-Hanif,2014), h.25. 
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“Barang dagangan atau berbagai barang terlarang yang disita oleh negara 
itu ada dua macam. Boleh jadi, penyitaan yang dilakukan oleh negara tersebut 
bisa dibenarkan oleh syariat karena penyitaan tersebut dalam rangka mewujudkan 
kepentingan bersama seluruh bangsa serta mempertahankan stabilitas ekonomi 
dan sosial. Mungkin juga, penyitaan tersebut tidak bisa dibenarkan oleh syariat. 
Sikap hati-hati dalam beragama mengharuskan kita untuk menjaga diri untuk 
tidak berperan serta memperdagangkan harta milik orang lain tanpa seizin 
pemiliknya, baik barang sitaan tersebut diperdagangkan dengan cara lelang 
terbuka atau pun lelang tertutup. Hal ini kita lakukan karena khawatir terjerumus 
dalam tindakan memakan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan 
oleh agama, yang merupakan perbuatan haram berdasarkan firman Allah,‟ (Q.s. 
AL-Baqarah:2/188) 
                            
                   
Terjemahan 
dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal 
kamu mengetahui.
47
 
Seorang laki yang mempunyai utang sejumlah harta, sedangkan 
pemiutang (yang punya piutang) tidak mempunyai bukti yang kuat. Lalu lelaki 
tersebut meningkari utangnya dan mengadukan perkaranya kepada hakim ,padahal 
dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang hak, dan bahwa 
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Kementrian Agama RI, Al-Qur‟ dan Terjemahannya (CV.Pustaka Agung Harapan 
2016). h.29. 
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dirinya berada dipihak yang salah (berdosa) dan memakan Ali ibnu Abu Talha 
meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan dengan harta haram. 
Hal yang diriwayatkan oleh mujahid, Sa‟id ibnu Jubair, Ikramah, Al-
Hasan, Qatadah, As-Saddi, Muqaatil ibnu Hayyan, dan Abdur Rahman ibnu Zaid 
ibnu Aslan, bahwa mereka pernah mengatakan, “janganlah kamu membuat 
perkara, sedangkan kamu mengetahui bahwa dirimu berada dipihak yang 
zalim.”telah disebutkan di dalam kitab sahihanin , dari ummu salamah, bahwa 
Rasulullah Saw. Pernah bersabda: “ingatlah sesungguhnya aku hanyalah seorang 
manusia, dan sesungguhnya sering datang kepadaku orang-orang yang 
mengadukan perkaranya. Barangkali sebagian dari kalian lebih pandai dalam 
mengemukakan alasannya. Dari pada lawannya, karena itu aku memutuskan 
perkara untuknya. Barang siapa yang telah kuputuskan buatnya menyangkut 
masalah hak seorang muslim, pada hakikatnya hal itu hanyalah merupakan 
sepotong api neraka” 
Karena itu hendaklah seseorang menyanggah atau meninggalkannya. 
Ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak boleh mengubah 
hakikat sesuatu dengan kata lain, tidak dapat mengharamkan yang halal dan tidak 
pula menghalalkan yang haram melainkan dia hanya memutuskan berdasarkan 
apa yang tampak lahiriahnya, untuk itu apabila keputusannya bersesuian dengan 
hakekat permasalahan, memang demikianlah yang diharapkan. Jika keputusannya 
itu tidak bersesuaian dengan hakekat permasalahan, maka si hakim yang 
memperoleh pahalanya, sedangkan yang menanggung dosanya ialah pihak yang 
memalsukan tanda bukti dan meelakukan kecurangan dalam perkaranya.  
Qatadah mengatakan, “Ketahuilah, hai anak adam, bahwa keputusan 
Kadi itu tidak menghalalkan yang haram bagimu dan tidak pula membenarkan 
perkara yang batil. Sesungguhnya dia hanya memutuskan berdasarkan apa yang 
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dia lihat melalui kesaksian para saksi. Kadi adalah seorang manusia, dia 
terkadaang keliru dan terkadang benar. Ketahuilah bahwa barang siapa yang 
diputuskan suatu perkara untuk kemenangannya dengan cara yang batil ,maka 
perkaranya itu masih tetap ada hingga Allaah Swt menghimpunkan  di antara 
kedua belah pihak  di hari kiamat, lalu Allah Swt memutuskan perkara buat 
kemenangan  orang yang batil itu dengan keputusan yang lebih baik dari pada apa 
yang telah diputuskan buat kemenangan si batil atas pihak yang hak sewaktu di 
dunia.” Nabi bersabda,     
 ُهُضْرِعَو ُُهلاَمَو ُهُمَد ٌماَرَح ِمِلُْسلما ىَلَع ِمِلُْسلما ُّلُك 
Artinya : 
Setiap muslim itu haram mengganggu darah, harta, dan kehormatan muslim 
yang lainnya.
48
 
Alasan tidak bolehnya membeli harta sitaan negara adalah karena harta 
sitaan negara itu tidak lepas dari tiga kemungkinan. 
a. Pertama, penyitaan yang dilakukan oleh negara atas harta milik orang lain 
tanpa alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat, semisal penyitaan barang 
selundupan. Membeli barang sitaan negara yang berasal dari barang 
selundupan dinilai sebagai tindakan membeli barang hasil rampasan dari pihak 
yang merampasnya. 
b. Kedua, penyitaan yang dilakukan oleh negara atas harta orang lain tersebut 
berstatus sebagai hukuman. Tindakan negara semisal ini biasagakdibenarkan, 
mengingat pendapat sebagian ulama yang memperbolehkan hukuman ta‟zir 
dalam bentuk hukuman finansial. Namun, sebenarnya adanya kasus-kasus 
tertentu yang padanya diperbolehkan hukuman ta‟zir (berupa hukuman 
finansial) bukanlah alasan yang memperbolehkan penguasa untuk merampas 
                                                          
48
Dalam kitab shahih Muslim Bab Haramnya berlaku zalim kepada sesama muslim, 
menghinadan meremehkannya.No. hadist 4650  
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harta orang lain dengan alasan memiliki kekuasaan untuk memberikan 
hukuman ta‟zir.49 
Pendapat yang paling kuat mengenai hukuman ta‟zir dalam bentuk 
finansial adalah terlarangnya memberikan hukuman ta‟zir dalam bentuk hukuman 
finansial, karena perbuatan tersebut terhitung tindakan melewati batas terhadap 
harta orang lain. Hal ini juga merupakan tindakan yang tidak disukai oleh Allah, 
kecuali dalam kasus-kasus yang diperbolehkan oleh dalil syariat.. 
Akan tetapi, dengan menimbang bahwa hukuman ta‟zir dengan 
hukuman finansial adalah masalah yang diperselisihkan ulama, kita katakan 
bahwa tidak membeli atau pun memperdagangkan barang yang tidak jelas 
kehalalannya adalah tindakan yang lebih menyelamatkan agama dan lebih 
menjaga diri dari komentar miring pihak-pihak tertentu. Nabi bersabda, 
 فِ َعَقَو ِتاَه ُب ُّشلا فِ َعَقَو ْنَمَو ،ِهِضْرِعَو ِهِنيِدِل َأَر ْ بَتْسا ِدَق َف ِتاَه ُب ُّشلا ىَقَّ تا ِنَمَف
 ِماََرلحا 
Artinya  
„Barang siapa yang menjaga diri dari harta yang tidak jelas kehalalannya 
maka dia telah menjaga bersihnya agama dan kehormatannya. Siapa saja 
yang terjatuh dalam hal-hal yang tidak jelas kehalalannya maka dia pasti 
akan terjerumus dalam hal yang jelas haramnya.
50
 
c. Ketiga, pemilik barang yang barangnya disita oleh negara itu mengizinkan 
dengan penuh suka rela kepada orang lain untuk membeli barangnya. Jika 
demikian, diperbolehkan membeli barang sitaan tersebut, mengingat sabda 
Nabi, 
 ُلاَم ُّلَِيَ َلا  ُهْنِم ٍسْف َن ِبيِطِب َّلاِإ ٍمِلْسُم ٍئِرْما  
                                                          
49
Pengusaha muslim membeli baarang sitaan Negara 
http://www.ferkous.com/rep/Bi150.Phpredmorehttp://.html di askses 08 september 2017 12.00 
WITA 
50
Dalam kitab shahih Bukhari Bab keutamaan orang yang memelihara agamanya no. 
hadist.50 
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artinya 
Tidaklah halal memanfaatkan harta milik seorang muslim melainkan dengan 
kerelaan hatinya.
51
 
Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang ada 
mulanya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai 
akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sebagaimana 
disebut dengan lelang naik. Pada prinsipnya , syariah Islam membolehkan jual 
beli barang/jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai 
akad Bai‟ Muzayadah.52 
Praktek lelang (Muzayadah) dalam bentuknya yang sederhana pernah 
dilakukan oleh Nabi Saw. Ketika didatangi oleh seseorang sahabat dari kalangan 
anshar meminta sedekah kepadanya. Lalu Nabi bertanya : ”Apakah dirumahmu 
ada sesuatu asset/barang “? Ia menjawab ya ada, sebuah hils (kain using) yang 
kami pakai sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah qi‟b (cangkir besar dari 
kayu) yang kami pakai minum air. Lalu beliau menyuruhnya mengaambil kedua 
barang tersebut. Ketika ia menyerahkan kepada Nabi, beliau mengambilnya lalu 
menawarkannya : “siapakah yang minat membeli kedua barang ini”? lalu 
seseorang menawar keduanya dengan harga satu dirham. Maka beliau mulai 
meningkatkan penawarannya: “siapaakah yang mau menaambahkannya lagi 
dengan satu dirham?” lalu berkatalah penawar lain: “saya membelinya dengan 
harga dua dirham “ kemudian Nabi menyerahkan barang tersebut kepadanya 
kepadanya dan memberikan dua dirham hasil lelang kepada sahabat ansshar tadi. 
Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar dan lainnya meriwayatkan adanya ijma‟ 
(Kesepakatan) ulama tentang bolehnya jual beli secara lelang bahkan telah 
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Dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal Bab Hadits  Abiharraar-Raqasyi No. hadits 
19774  
52
Ibnu Juzzi, Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, 290, Majduddin Ibnu Taimiyah, Muntaqal 
Akhbar, V/101 
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menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu.sebagaimana 
Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat 
membutuhkan praktek lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.
53
 
Jual beli lelang sudah dikenal sejak zaman sahabat. Jual beli ini sering 
diistilahkan dengan jual beli Muzayadah, artinya saling menambah.karena 
umumnya penjual ketika membuka harga barang yang dilelang, dia mengatakan 
man yaazid?” siapa yang mau menambah harga?” 
Berikut diantara dalil yang menunjukan bahwa jual beli lelang telah di kenal di 
masa sahabat , hadits , dari Anas bin Malik radhiyallahu‟anhu, suaatu ketika ada 
seseorang ansar mendatangi Nabi shallalahu‟ alaihi wa sallam dan mengeluhkan 
keadaanya karena tidak punya uang. 
54
 
Turmidzi menjelaskan bahwa para ulama mengamalkan kandungan hukum dalam 
hadis ini. Karena jual beli Muzayadah (lelang) termasuk jua lbeli yang sudah 
dikena para sahabat dan tabiin , Atha bin Abi Rabah beliau mengatakan, “saya 
menjumpai para manusia (sahabat) yang mereka melakukan jual beli ghanimah 
kepada “man yazid” (orang yang menambah harga.55 
At-Thahawi juga menyebutkan riwayat dari Mujahid
56
, Mujahid mengatakan 
,”tidaak masalah seseorang menawar barang yang sudah ditawar orang lain jika 
pasar  masih terbuka  (lelang belum di tutup). Dan jika barang sudah dibawwah 
pemenang lelang, tidak boleh di tawar lagi
57
 
Jika lelang sudah ditutup, tidak boleh ada yang menawar. Dalam Islam,kita 
dilaarang menawar barang yang sudah ditawar orang lain. Dari Abu Hurairah 
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Al-Mughni,VI/703, Ibnu Hazm, Al-Muhalla,IX/468 
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Diriwayatkan Abu Daud dalamkitab sunnanya no.1398. 
55Syarah Ma‟ani al-Atsar, no. 3935 
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Ulama tabiin muridnyaa Ibnu Abbas, w. 104 H), 
57Syarh Ma‟anu alAtsar, no. 3936  
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radhiyallahu „anhu, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam mengingatkan 
,”seorang lelaki tidak boleh melamar  wanita yang sedang dilaamar lelaki lain , 
dan seseorang tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar orang lain.
58
 
Lalu bagaimana dengan jual beli lelang ? bukankah mereka saling menawar 
barang dengan harga yang lebih tinggi ? dari keterangan Mujahid diatas ,kita bisa 
menyimpulkan bahwa larangan “menawar barang yang ditawwar orang lain“ ini 
berlaku jika lelang sudah tutup. Namun jika lelang belum tutup, bukan termasuk 
dalam larangan meenawar barang yang sedang ditawar orang lain.karena satu 
sama lain saling memahami ,bahwa penawaran masih terbuka.penjelasan seperti 
ini yang disampaikan an-Nawawi dalam Raudhatut Thabiin,”Baarang yang masih 
ditawarkan untuk pembeli yang berani memberi harga lebih, yang lain boleh ikut 
bergabung dan memberikaan tambahan harg,,meskipun sudah ada yang menawar 
yang diilarang adalah ketika sudah terjadi keteegasan saling ridha antara penjual 
dan pembeli.”59 
Takzir secara etimologi berarti menolak atau mencegah hukuman 
tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali 
perbuatannya dan menimbulkan kejeraan kepada pelaku. Dalam fiqih jinayah 
,pengertian takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar 
hukumannya oleh syara‟ dan penentuan hukumannya menjadi kekuasaan hakim.60 
Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh al-Fayyumi ini 
menunjukan bahwa takzir adalah hukuman yang tidak termasuk dalam kelompok 
hukuman had. Jadi tindak pidana takzir (Jarimah) takzir adalah tindak pidana yang 
diancam dengan hukuman takzir. Yang di maksud dengan takzir adalah 
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HR.Muslim 1408 
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Raudhatut Thalibin, 3/45 
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 Mustofa Hasan, dkk., Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah di lengkapi dengan kajian 
hukum pidana islam, h. 333-335 
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menegakan hukuman selain hudud dan kisas kepada pelaku perbuatan pidana, 
baik perbuatan itu menyangkut allah Swt maupun menyangkut hak 
perseorangan.
61
 
Hukuman tersebut bertujuan mencegah pelaku mengulangi kembali 
perbuatannya dan membuatnya menjadi jera atau berhenti dari melakukan 
perbuatan kejahatan. Karna takzir itu dalam konteks hokum pidana Islam adalah 
:“takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar 
hukumannya oleh syara‟ dan menjadi kekuasaan ulil amri atau hakim sebagai 
perpanjangaan tangan pemerintah.
62
 
Sansi takzir yang berupa harta adalah menahan harta yang terhukum selama waktu 
tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya. Alasan mereka adalah 
tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa ada alasan hukum yang 
membolehkannya.  Menahan harta itu bukan untuk dihancurkan dan bukan pula 
untuk dimiliki oleh hakim,melainkan menahan untuk sementara waktu sampai 
pelakunya bertaubat. Jika tidak bertaubat maka harta tersebut dapat di 
maanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, kecuali barang–barang yang 
mengandung kemungkaran.misalnya barang-barang, narkoba, patung, dan 
sebagainya.
63
 
1. Analisis Penulis   
menurut analisis penulis bahwa barang sitaan atau barang rampasan 
untuk negara yang di lelang di perbolehkan dalam Islam karna selama hasil dari 
penjualan tersebut untuk kentingan negara dan masyarakat  barang yang di lelang 
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di kejaksaan atau hasil dari tindak pidana, atau sarana dan prasarana yang di 
gunakan dalam melakukan perbuatan delik lantas di lelang oleh kejaksaan itu 
hukumnya sah dan di perbolehkan alasannya karna berkekuatan hukum tetap dan 
untuk kepentingan orangbanyak menurut penulis, serta di jelaskan di atas bahwa 
barang sitaan atau rampasan boleh di lelang dalam hukum Islam dalam rangka 
untuk pengembalian hak, mengingat bahwa kasus di atas adalah tindak pidana 
pencurian yang memberatkan dimana barang yang dicuri oleh terdakwa belum 
juga ditemukan dan hasil dari curian terdakwa sudah di nikmati oleh terdakwa dan 
kawan-kawannya dan barang tersebut berupa mobil yang berplat merah artinya 
barang tersebut adalah milik Negara, jadi menurut penulis  berdasarkan apa yang 
penulis teliti barang tersebut sah untuk di miliki oleh orang yang memenangkan 
lelang barang rampasan tersebut, karana sudah berkekuatan hukum tetap. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan lelang terhadap barang yang di gunakan dalam tindak 
pidana pencurian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gowa selama 
ini tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh lamanya waktu yang 
dibutuhkan oleh pihak Kejaksaan, Jurusita dan panitia lelang yang terkait 
dalam proses penyelesaian suatu lelang terhadap barang rampasan. 
2. Dalam pandangan Hukum Islam barang Lelang yang di rampas untuk 
negara yaitu barang yang di gunakan dalam tindak pidana, hukumnya 
boleh karna penyitaan yang dilakukan oleh negara tersebut bisa 
dibenarkan oleh syariat karena penyitaan tersebut dalam rangka 
mewujudkan kepentingan bersama seluruh masyarakat serta dalam 
rangka pengembalian  hak. 
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka disarankan agar : 
1. perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan lelang barang rampasan 
ini seperti yang diketahui bahwa kepada pelaksanaan lelang barang 
rampasan itu dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri dan Jurusita. serta 
pengumuman lelang harus di umumkan bukan hanya benda yang tidak 
bergerak tetapi benda yang bergerak juga melalui media sehingga 
masyarakat menngetahui informasi tersebut 
2. perlunya Sikap hati-hati dalam beragama untuk menjaga diri untuk tidak 
berperan serta memperdagangkan harta milik orang lain tanpa seizin
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pemiliknya, baik barang sitaan tersebut diperdagangkan dengan cara 
lelang terbuka atau pun lelang tertutup. jangan sampai terjerumus dalam 
tindakan memakan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak 
dibenarkan oleh agama. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
1. Bagaimana pelaksanaan lelang terhadap sarana dan 
prasarana yang di gunakan untuk melakukan tindak 
pidana pencurian di kejaksaan negeri Gowa? 
2. Apa saja peraturan perundang-undangan yang berlaku? 
3. Bagaimana subjek pelaksanaan peraturan perundang-
undangan (aparat hukum)? 
4. Bagaimana hasil dari pelaksanaan peraturan perundang-
undangan? 
5. Adakah bagan tentang penyelesaian barang hasil yang 
di gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian 
yang di lelang ? 
6. Dimanakah tempat pelelangan itu di laksanakan ? 
7. Berapa banyak kah peserta lelang yang menghadiri 
pelelangan terhadap sarana dan prasarana yang 
digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian ? 
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SURAT PERINTAH 
PELIMPAHAN BARANG RAMPASAN 
NOMOR : PRINT-57/R.4.14/Epp.1/06/2015 
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGGUMINASA 
Dasar  :  
1.  Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-089/JA/8/1988 
tanggal 05 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang 
Rampasan. 
2.surat edara Jaksa Agung Muda Pembinaan No. SE-
03/B/5/8/1998 tanggal 06 Agustus 1988 tentang 
Penyelesaian Barang Rampasan 
Pertimbangan :  
1. berdasarkan Putusan PT/MKS tanggal 17 Desember 
2014 Nomr 373/PID/2014/PT.MKS dalam perkara  
tindak pidanaa “Pencurian dalam keadaan 
memberatkan” atas nama terdakwa USMAN DG.ROLA 
bin H.LIMI DG. TENGKE yang telah memperoleeh 
kekuatan hukum tetap , barang bukti tersebut dalam 
Register Bukt No.85/RB.2/08/2014 berupa : 1 (satu) 
unit Sepeda motor Honda Revo Fit waarna hitam 
Nomor DD 3934 FS,1 (satu) unit Handphone mer 
Nokia  
2. dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah putusan 
tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap , barang 
rampasan tersebut harus ddilimahkan penanganannya 
dari bidang yang menangani sebelum menjadi barang 
rampasan kepada bidang yang berwenang 
menyelesaikan barang rampasan tersebut 
3. oleh karena itu di anggap perlu untuk mengeluarkan surat 
perintah untuk melimpahakan barang rampasan 
tersebut. 
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Kepada : 1. Nama  : AMAL PUJIANTO, SH.,MH. 
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